


Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum MUHAMMAD ARIF & 

ASSOCIATES, beralamat di JI. Raya Pariaman KM 54, Gantiang Kurai Taji T imur, Kecamatan 

Nan Sabaris. Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. domisili 

elektronik/email: a1gurner.2607@grnail.com, Nomor HP: 081266502392. baik sendiri­

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. 

Selanjutnya 
PEMOHON; 

disebut s e ba ga i---------------------------------------------------------------------------

Berlawanan dengan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Syekh M. Djamil No. 

12 Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi 

Sumatera Barat - 27111, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------------------­

TERMOHON. 

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 

Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang 

terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 

2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang 

Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin tanggal Dua Bulan Desember 

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02 Desember 2024) pukul 11.42 WIB - selanjutnya 

disebut Keputusan 265/2024 (Bukti P-1). 

Adapun Alasan-alasan dan pertimbangan PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah 

sebagai berikut 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang­

Undang, mengatur bahwa: "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan

peradi/an khusus". sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus

dibaca; "perkara perse/isihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisisan Penetapan Hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang tahun 2024;
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3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi

berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana

Permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan

salah satunya adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Nomor: 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

(Bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 23

September 2024 (Bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum

(legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;

5. Bahwa PEMOHON sangat memahami eksistensi pasal 158 ayat (2) huruf a UU

Pemilihan yang menyebutkan;

"Peserta Pemilihan... Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan : a.

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima

puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan o/eh KPU Kabupaten/Kota;

6. Bahwa penduduk Kota Padang Panjang kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh

juta) jiwa, maka sengketa hasil pemilihan (in casu) mengacu kepada ketentuan pasal

158 Ayat (2) huruf a diatas;

7. Bahwa mengacu kepada objek perkara a quo, PEMOHON (Pasion Nomor Urut 2)

memperoleh suara sebanyak 11.439 (39,2 %) dan Pasion Nomor Urut 3 (Peraih suara
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tertinggi) memperoleh suara sebanyak 12.684 (43,5 %) dengan selisih perolehan suara 

Pasion Nomor Urut 2 dengan Pasion Nomor Urut 3 sebanyak 1.245 suara atau 

sebanyak 4,3 % (empat koma tiga persen) (vide bukti P-1); 

8. Bahwa perolehan suara Pasion Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak

sebagaimana ditetapkan Termohon hingga memiliki selisih suara sebesar 4,3 %

tersebut diperoleh melalui tindakan curang berdasarkan praktek politik uang (money

politic) secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal mana, apabila praktek politik uang

(money politic) tersebut tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang

dilakukan oleh Termohon tidak akan menghasilkan selisih suara sebanyak 4,3 % antara

PEMOHON dengan peraih suara terbanyak (Pasion Nomor Urut 3), melainkan

Pemohonlah yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak;

9. Bahwa namun demikian izinkan PEMOHON untuk berpandangan dan menyampaikan

pendapat PEMOHON sebelum pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan diberlakukan

dalam perkara a quo;

10. Bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 tentang Perubahan atas

UU 1/2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017,

bertanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017;

bertanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017

bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP­

XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan pasal 158

UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah

dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan

mempertimbangkan keberlakukan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVl/2018 bertanggal 9 Agustus

2018;

11. Bahwa pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 75/PUU-Vll/2010 (vide Janedrji M. Gaffar dalam
bukunya Hukum Pemilu dalam 'rtlrisprodensi Mahkamah Konstitusi, him. 137-138)
menjelaskan:

"MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan "hasil Pemilu" mempunyai 

pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan 

"hasil penghitungan suara" . . . Pemilu menCDkup proses mulai dari tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan proses akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu 

bagian dari tahap akhir Pemilu. Semua proses tersebut saling mempengarohi yang 

berojung pada hasil Pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai 

dengan asas Luber dan Jurdil, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang 

sesungguhnya. Sebaliknya, jika Pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber 
dan Jurdil, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya". 
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12. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan (in casu a quo), PEMOHON menemukan

banyak pelanggaran (akan didalilkan kemudian) yang menurut PEMOHON telah

mencederai substansi demokrasi dan merusak nilai konstitusionalitas penyelenggaraan

pemilihan terutama berkaitan dengan pelanggaran asas LUBER dan JURDIL yang

dalam hal ini hak-hak PEMOHON yang dilindungi konstitusi untuk dipilih dalam

mekanisme LUBER dan JURDIL dan hak pemilih (wujud kedaulatan rakyat) untuk

memilih tanpa ada unsur tekanan dan kecurangan telah dicederai.

13. Bahwa beberapa kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam mana

Mahkamah Konstitusi menunda atau menyimpangi pemberlakuan pasal 158 UU

Pemilihan dengan pertimbangan adanya alasan yang kuat dan akan

mempertimbangkan pemberlakuan pasal dimaksud bersama-sama dengan pokok

permohonan, telah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan

fungsinya sebagai the guardian of constitution dengan mengedepankan kebenaran

substantif;

14. Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024.

111.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat

(2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP

Provi n si/Ka bu paten/Kot a;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah menetapkan dan

mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Padang Panjang Tahun 2024 pada hari Senin tanggal Dua Bulan Desember tahun Dua

Ribu Dua Puluh Empat (02 Desember 2024) pukul 11.42 WIB, dengan demikian

tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah dari hari

senin tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan hari rabu tanggal 4 Desember 2024;

3. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan a quo kepada Mahkamah

Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.55 WIB, secara daring

(online) berdasarkan Tanda Terima Permohonan Online Nomor Online:

8/PHP.WAKO/PAN.ONLINE/2024;
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berdasarkan bukti-bukti yang ada. perolehan suara Pasion Nomor Urut 3 tersebut 

diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang­

undangan dan sangat terang bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam 

bentuk praktek politik uang (money politic) secara terstruktur. sistematis. dan masif 

sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara 

untuk PEMOHON: 

3. Bahwa pada dasarnya PEMOHON dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara

yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024: (Bukti P-4);

4. Bahwa alasan PEMOHON menolak Keputusan Termohon tersebut berdasarkan uraian

dalil-dalil berikut:

PRAKTEK POLmK UANG YANG DILAKUKAN SECARA 
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF 

A. PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR URUT 3 HENDRI ARN IS-ALLEX SAPUTRN TIM PEMENANGANNYA TELAH

MELAKUKAN KAMPANYE DAN MOBILISASI PEMILIH SECARA SISTEMATIS DAN

MASIF PADA SAAT MASA TENANG TANGGAL 25 DAN 26 NOVEMBER SAMPAI

HARi H PEMILIHAN.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 41/PHPU.D-Vl/2008,

Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Terstruktur" didefenisikan sebagai pe!angaran

yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. pejabat negara. atau tim sukses resmi yang

bekerja secara terorganisir untuk mendukung salah satu pasangan ca/on. "Sistematis"

berarti pelanggaran yang dilakukan mela!ui po/a kerja yang tersusun secara baik.

mencakup strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. "Masif" berarti

sebagai pe/anggaran yang terjadi di banyak tempat dan memiliki dampak yang

signifikan terhadap perolehan suara pasangan ca/on. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi

menyatakan berwenang mempermasalahkan. memeriksa dan menilai pelanggaran

yang berakibat pada penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud

merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif

antara lain meliputi:

■ Berupa praktik po!itik uang:
■ Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat Kata hingga tingkat

TPS:
• Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator aksi.

saksi. dan/atau relawan;
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